BAB V
PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Dalam melakukan evaluasi terhadap pelayanan di UPTD PKB Kota Pasuruan,

diperlukan adanya pengamatan secara langsung, baik pelayanan teknis

maupun pelayanan non-teknis. Berikut hasil pengamatan secara langsung di
UPTD PKB Kota Pasuruan :

1.

Tujuan dan manfaat dalam pelaksanaan PKP 2 dapat dikatakan sudah
tercapai, yaitu dengan adanya data-data dalam Pengujian Kendaraan
Bermotor seperti data KBWU, data alat uji, dan sebagainya. Selain itu,
taruna-taruni yang melaksanakan kegiatan PKP 2 juga dapat menganalisa
dan mengevaluasi pelayanan UPTD PKB Kota Pasuruan, serta dapat
memberi masukan melalui kritik yang membngun disertai solusi guna

perbaikan pelayanan di UPTD PKB Kota Pasuruan;

. Waktu pelayanan pada UPTD PKB Kota Pasuruan telah memenuhi standar

komitmen waktu pelayanan, yaitu maksimal 35 menit;

. Mekanisme pelayanan administrasi di UPTD PKB Kota Pasuruan, masih

bersifat manual. Artinya, pemohon uji apabila ingin mendaftar uji harus
datang langsung ke UPTD PKB Kota Pasuruan (tanpa melalui SMS
Gateway, Whatsapp, dan sebagainya). Selain itu, pembayaran retribusi
harus bayar langsung di loket administrasi (tanpa melalui bank);
Kurangnya penerapan penanganan pengaduan dan survei Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai salah satu tolak ukur kualitas
pelayanan di UPTD PKB Kota Pasuruan;

. Pelaksanaan pemeriksaan teknis dan laik jalan (meliputi pra uji, uji

menggunakan alat, serta penggunaan dan perawatan alat uji) berjalan

secara maksimal dan sesuai SOP yang ada.

. Jumlah APD yang ada di UPTD PKB Kota Pasuruan tidak sesuai ketentuan

yang ada, yaitu setiap penguiji memiliki 1 set APD yang terdiri dari 1 alat
pelindung kepala , 1 alat pelindung wajah dan mata, 1 alat pelindung
pernafasan, 1 alat pelindung telinga, 1 alat pelindung tangan, dan 1 alat

pelindung kaki.
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V.2 Saran

Dari permasalahan yang ada di UPTD PKB Kota Pasuruan, berikut ini adalah

beberapa saran yang diperoleh melalui analisa serta dipadukan oleh teori-

teori yang sudah kami dapatkan dari perkuliahan Program Studi Diploma III

Penguijian Kendaraan Bermotor, di antaranya ialah:

1. Perlu menambahkan pelayanan pendaftaran uji, baik melalui SMS
Gateway maupun Whatsapp. Selain itu, dalam hal pembayaran retribusi,
UPTD PKB Kota Pasuruan juga perlu terintegrasi dengan pihak bank,
sehingga pemohon uji bisa tanpa membayar biaya retribusi langsung di
loket administrasi;

2. Perlunya penerapan penanganan pengaduan dan survei Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM);

3. Dibuatnya kebijakan seperti adanya anggaran untuk penyediaan APD
yang lengkap sesuai ketentuan.
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